BUPAT! JEPARA

PERATURAN BUPAT] JEPARA
NOMOR /2TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS S051AL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JEPARA

BUPAT] JEPARA,

a. bahwa daiam rengka peisksanaan Pesal 52 ayat (1)
Persturan Dasrsh Kabupaten Jepwa Nomor 17
Tahun 2010 tertang Organisasi dan Tata Kera Dnas
Dasrah Kabupsten Jepars, maka peru dbetapion
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinss Sosial, Tenaga
Karja dan Transmigrasi Kabupaten Jepan

b bahwa untuk maksud tersebut hund & peru
d.tetapiken dengen Paraturan Bupali.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1050 tentang
Pambentukan Dsersh-Deerah Kabupaten Dalem
Lingkungan Propinsi Jewa Tangah;

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang
Pembentuken Pearaturan Penundang - undangan
(Lambaran Negara Republk indonesia Tmmoa
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 4389

3 Undang-Undang Nomor X2 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambshan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali dubsh terskhi
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubshan Kedua Atss Undang-Undang 32
Tabun 2004 tentsng Pemantashan Daerah
(Lembaran Negara Reputiik indonesia Tahun 2008
Nomor 589, Tambahan Lambaran Negara Rapublik
ndonesia  Nomor 4544),
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4 Undang-Undeng Nomor 33 Tehun 2004 tendeng
Perimbangan Ksuangan antam Pamerintah Pusast
dan Pemerintsh Dasah [Lembaran Negara Repubiik
ndonesia Tebun 2004 Nomor 128, Tambshan

Lambaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4438),

5 Parshymn Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Padoman Pembinaan dan Pangawasan
Penysienggaran Pemerintahan Daersh (Lembaran
Negara Repubdik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negam Republik Ihdonesia
MNomor 4583);

6 Peraturan Pamerintah Nomor 38 Tehun 2007 tentang
Pembagan Urusan Pemerintahan Antara Perneni nish,
Pemenntahan Daerah Provinsi, Dan  Pemerintahan
Doerah Kabupsten / Kota (Lembaran Negara
Republik hdonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737).

7. Peraturan Pomesdriash Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Crganisasi Perangkat Deerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88
Tambahan Lembaran Negwa Republk Indonesia
Nomor 47 41);

A Persturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesshan, Pengundangan dan Penysbaruasan
Persturan Perundang-undangan;

8 Persturan Daerah Kabupsten Jepea Nomor 3 Tahun
2000 tentang Urusan Pemerintshan yang menjad
Kewenangan (Pemefintahan Deersh [Kabupaten
Jopara (Lembarsn Daersh Kabupsten Jepara Tahun
2008 Nomor 3 Tambshan Lembaran Dsersh

Kebupaten Jepsra Tahun 2008 Nomor 2.

10.Persturan Daerah Ksbupsten Jeparm Nomor 17
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerna Dines
Daersh Xabupsten Jepara {Lembaran Dasersh
Kasbupaten Jepsra Tahun 2010 Nomor 17,
Tambehan Lembaran Deersh Kabupaien Jepara
Tahun 2010 Nomor 17 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGS|I DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRAS! KABUPATEN JEPARA.



BAB |
KETENTLIAN LM
Pasal 1

Dalam Perstiran Bepatl ind yang dimaksud desgan

Daersh adalily Kabupalen Jopasa.

Pemediniah Duersh adabh Bupati dan Pesngkst Oeersh sebapgei unsur
perryslenggas pemedintahan daerah.

Bupati adalih Bupati Jepaia.

Sekretaris Daerah adalih Sécetms Dasrsh Kabupaten Jopam.

Dinas Sogil, Tenags Kerja dan Transmigrasi adalsh Dinas Sosial, Tenaga
Karja dan Transsnigrasi Ksbupalen Jepar;

Kelompok JJabstan Fungsional adelsh Kelompok .Jabstan Fungsional yang
berada pada Dinas Sosial, Tenaga Keria dan Transmigrasi.

» W N

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Oganises Dinas Sosial, Tesaga Kevja dan Transmigrasi, terdini dan :
1. Kepalx
2. Sekretanat, yang mesnbewmhi
&) Sub Bagian Pevencaraan dan Evaluasi;
by Sub Bagian Keuangan
¢ Sub Bag an Umum dan Kapeg i vaian.
3. Bidang KesejalWwraan Sosial, ysng membiawah ;
& Selai Bimbingan Penyuluhan Sosial
b} Seksi Rehabiitasi dan Pelaysnan Sosisl.
4 Bidang Hubungan Industnal dan Pergiwasan Tenaga Kera, ysnp
vt b s
% Seksi Peangawesan Tenaga Kerja;
b Seksi Hubungan Industrial dan Sysnt Kenja;
5 Bideng Penempetan, Pelathan Tensgs Keria dan Transmigrasi, yang
rmembawshi ;
2) Seksl Penempetan dan Peruasan Kesempatan Kara;
b Seksl Pelstinan dan Produktiftas Tenags Kerja;
¢ Seksi Transsnigrmi
8 Xsiompok .Jebelan Fungsional.

BAB N
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi Dinas Sosisl, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 3

Dinas Sosial, Tensgs Kaga dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok
meisksanakan wusan pemenntahan daerah berdasarkan asas otononi dan
tugas pembartusn di bidang sosisl tenaga kera dan transmigrasi.
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c. pernbina n dan peisksanasn tugas sesusi dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelsksanasn tugas lain yang dberikan oleh Bupst sesual dengan tugas dan
fungsinya

é
E

Bagian Kedua
Kepaia
Pasal 5

Kepaia Dinas Sosial Tenaga Kera den Transmigrasi mempunyai tugas
mammpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dwnas sebagimana dimaksed daiam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagimn Ketigs
Selkretariat
Pasal 8
{1)Sekretariat mempuiryal tuges Meiaksanakan kegiatan  surat-menyurat,

¢. pangeiolaan urusan kepegawaian, keusngan dan dokumentasi;

d penyajian bahan kebiskan prnpinan;

e Penyediasn dan pengeioiaan periengkapan;

f. Penyajan dan pengeioiasn data;

g. peisksanasn tugastugas lein yang dbernkan oleh Kepala Dinas sesual tuges
dan fungsinya .

Pasal 8

(1) Sekretariat terdri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b Sub Bagan Kauangan
¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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(2)Masing-masing Sub Bagian éwgainee dimsksud pada syst (1) dpep,m
oleh seorang Kepals yang bevads dbmm h dan bertanggungiewsb kepeds
Selcvetans.

Pasal ©

dan evalussi peiaksanasn program kegistan sets taporan instansi.

Fasal 1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimans dimaksud datam Pasal 8 Sub

Bagan Perencansan dan Evaluasi mempunyai fungsi @

a. perencanash kagistan dan pengenciakan pvogram kevja | : :

b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis. Renja.
Pencimpar: Kinerja, Rencana Kega dan Anggaran dan  Laporan
Pertanggungjawaban Pemediitah Daerah;

& mhkmnnpmytmmn mem Kingria instansi Pemerintah

d,MWMNﬁﬂ.wﬂuﬂ.p&nﬁmm
pembinssn organisssi dan tatalaksans;

a Perenconaan fenaga kerja daerah, psmbinaan dan penysienggaraan sstm
mormasi ketenagakerjasn sksa daersh.

f penyusunan laporsn sesuai dengan bideng tugasnya.

g pengkoordnasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis d bidang
Perencanasn Keuangan den program kegiatan, peneliien dan memboat
peiaporan kagatan Dinas;

h pemberian sarsn pendapst dan pertenbangan kepada atasannya untuk
meryelssaikan masalah sesual INgkup tGasSNYR,

I WMMMMMmIMMhm

J up.ghluman monitorng dan svaluasi kineria sesual lingkup tugasnys;
k. WWWWMMWMWW

I mpm'lbnm penilsian dan evaiuasi kinerja bawshannya;

m penysienggaras) kegisten adminsiresi Sub Bagian Perencanasn dan
E valussi;

npam“ tugas-tugas lan yang diberikan oleh Sekretars sesual dengan
tugas dan fungsinys.

Pasal 11

Sub Bagisn Kausngan mempunysi tugas melaksanakan administrasi penata
usshaan ksusngan, pengelolaan keuangan dan pertanggungiewaban
administrasi keuangan

b. wmmmmwhnnsung, . :

c. pelsksanaan kegisian perbendsharsan melputi pembukuan. verifikasi
rekapitiasi dan dokumentasi pelaksansan belanjp langsung dan tak
langsung;
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d. pemyusunan leporan parhilungen den pes M GONGIIWIDE! Keuangen

e pokksaman koordinesi (nicars intemal di ingiungan unit keqa;

I pelaksanaan dan perighoodaslian pengelolean adminisbiasi keuangan dan
alkuntansi Dinas;
g. pembumian laporan sesuai dengan bidang tugesnys;
nmn penyiapan bahan psrumusan kebijskan teknis dibiiang

L p.n'l-nnn saran pendapat dan pertinbangan kepada atasannys unfuk
mwpn phpsaken Masalah wesusi ingkup tugasnya;

| pengkoordmasian pskks snaan tugas-tugas sesuai bngkup tugasnya;

k. poiaksianaarn moriioirg dan evaluasi kinerja sesual kinghup tugasnys

I ;mperm bahan penyusunan laporen kinera dan keuangan sesuli linghkup

ya,

m. pelaksanaan pembiraan, penilsisn den evaluasi kinerja bawahannya:

n. polk saraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tuges dan fungsiya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegivaian mempunysi tugas menyelenggaraksan
wusan st menywrat, kearsipan, kerumahtanggasn perjalanan  dinas,
parengkapan, kepegawaian, pemelhacsan humas dan protokol.

Pasal ¥4

PoTyUBUNGN rencans Snggansn kebituhen barng
penyusunan data dan administiesi inventsns Dinas;

pikaaan kelsisiaksanasn umum mekputi administrasi  umum,  surat
menyurst, Kaarsipan dan administrasi k apegs wi ks

pelaksansan kegisten rumah tangga dan peralanan dinas;

pd & 3ansan pengadssn SMANa dan pranidia parkantoran

pataksanaan pengeloisnn barang inventersasi Dinas;

pengurusan mutasi, dikist, keseid herasn pegwvai, hak dan kKewsjiban

R,
:Igllllmlln tuges pembinasn sdministrasi umum dan kepagawaian;
pengangiatan dan pemberhentian pojabat fungsional pekerja sosial bidang

ketenagakerasn dan ketransmigrasl an skusia dasmh;

perencanaan formasi, kmdmdihtSDMlplmmrpaMunum
pamesintahan bidang sabal, ketenagakerpsn dan kettansmigrasian;
Penbingan, pengawassn dan pengambangan pejabat fungsional bidang
sosinl, ketenagdk 1js B n dan Ketranstnigras B n;

Penikinn angka kredit jabatan fungsional bidang sosial ketenagakerjsan dan
ketranss ugns ian ingkup dinas ;
. paksanaan koordinasi sscare imemal di kingkungan unit kevja;

pelaksanssn kshumasan dan kep ptokolan

pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijskan teknis di bidang
Umum dan kepegawaian,

pernbansn saran pendagat dan pertimbangan kepada atasannys untuk
menys ksadun masaiah setuai ngkup tugasnya.

penghoordinasian palsksanaan tugas-tugas sesuai inglup tugasnya.
tugasnya;

s. pelaksariamn monitoring dan evalusd, dan membuat laporan kinerja 883U

Wngkup tugesnya; ! _

t. pelaksansan pambinaar, penitaian dan evaluasi kinerja bawahannya
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pelaicsansan tugas-tuges imn yang dibenikan oish Selostars sesusi dengan
tugas dan fungsinya
Bagian Ksempat
Bidang Kessiahtersan Sosial
Pasal 15

(1) Bidang Kessihweraan Sosial mempunya tugss menysienggarakan ussha-

vsaha rshabiitasi permasalahan sosial dan pemberdeyaan kesgafteraan
OB,

(2) Btang Kessjahtoraan Sosisd dpimpin seorang Kepsia yang berads d bawsh

.=rxn ~aanom

-
1

=

dan bertanggungjawab kepada Kepsia Dinas Sosial, Tenaga Kerna dan
TransmQrasi.

mmmmMmmm-m
identifikasi sasaran penangguiangan masalah sosial skala Deersh.
ponyedsan sarana dan prasarens sosisl skain Daersh.

perw\gln jingan swmtem informasi  kesejahtersan soslal skala

wbﬁmkobm#punmhnmmug«mnummm
kebakiian sosial kepada Presiden melalui Gubemur den Menteri Sosial.
pengusulan pemberian penghargasn di bidang sosial skaa Deerah.
pelestarian nila-nilal kepshiswanan, keperntisan dan kejuangan, seda nilai-
rilei kesstinkewanan sosial sesuai pedoman yang ditetepksn oleh pusat stau
pembangunan, perbaiksn, pemelharasn, Taman Makam Pahlswan di

Oeersh.
penyiapan behan kalengkapan usulen penganugerahsn Qelsr Pahiswan
Nasional den Perintis Kemerdekasn

Hari Fshiswan dan Hari

penysienggaraan
mjlnb
muwmmmm

peisksanasn dan pengembangan jaminan sosial bag panyandang cacat fisik
dan mental, lanjut usia tidak potensial teriamtar yang hemeal dari masyarskat
renian dan tidak mampu skaia Daersh.

pemnberian rekomendasi penganghatan ansk skaia Deersh

pelsksanaan tugsstugas liin yang dberkan Kepala Dihas Sosial Tenapga
Keria dan Transmigrasi sesusi tugas pokok dan fungsinya

Pasal 17

(1}%““5“&&1@



(2 Masing-masing Seksi ssbagaimmts dinaksud pada ayat (1) dipimpin (oleh
meorang Keapela yang berada o bewsh dan bertanggung jawsb kepada
K epeins Bidang Kassjhloraan Sosisl.

Pasai 18
PWNWHSWN

Pasal 10
Untuk menyelonggarakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 18, Seks
Banbingan Penyuluhan Sosial mempunyai

menyalermamml]mbtdmmmnm
koordinasi pemei rahan d bidang sosial skalta Daerah.

dentifikasi sasaran penangguiangan massiah scsisl skia Daarah.

ponggalian dan pendayagunaan PSKS skala Dasrah,
pengembangan dan pendaysgunaan PSKS skala Daerah.

peisksanaan progyam/ kegistan bidang sosial skala Daerah.
pernyod an sarana dan prasarana sosis skals Daergh.

parnyispsn bahan ksingkapsn usuen penganugershan satya lencana

kebaktan sosisl kepads Presiden melaks Gubermur dan Menteri Sosial.
pemberian penghargasn di bidang sosial skala Deerah.

m pekstarian nilsi-ndei kepahlawansn, keperintisan dan kejuangan, serta nilei-
niis kesetiskawanan sosial sasuni pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau
provinsi skala Daerah.

nmmmﬂTMManMnd

wwm usuisn penganugerahan gelar Pahiswan
Nasionsl dan Penntis Kamerdokaan,

penanggung jawab penyelenggarasan Harli  Pahlawan dan  Hari
Koestinkswanan Sosisl Nasional tingkat Daerah

penyelenggaraan kegistan administrasi Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosisl;
pelsksanaan tugesiugas [lan yang diberksn oleh Kepaia Bidang
Kessjahtsraan Sosisl sesuai tugas dan fungsinys

AT S XO e AD TR @

o

=R P

Pasal 20

Seks! Rehabilitasi dan Pelaysnan Sosial mempunyai tugm menyelanggarakan
usaha-usaha rehabilitasi permasalshan sosial perlindungan dan penysntunan

Pasal 21

mwmmmmmm&u
Rehabiitasi dan Peisyanan Sosial mempunyai fungsi -

a. penangguiangan korban bencana skala Daersh.

b pembeisn Zin pengumputan uang atau barang skala Daerah.

C. pengendsisn pengumpulan uang atau barang skata Daersh.
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d. pambesan rekomendasi n undian skala Desah Hile Gperiulen.

e pengendalien dan palisanann undian & tngkat Dasreh.

peolalisaean den pangembangan janinan sosisl bag penysndang cacat fisik

dan mental. ianjut usia tdak potensisl teriantar yeng berasal dari masyaraket

remtan dan tdek nampu skada Dasrah.

pamberian ekomeandssl pengagkata anak skala Oeerah

Sosipd

i pelsksanasn tigas-tugas lain yang dberiksn oleh ¥epsls Bdang
¥ s mphioraan Sosisl sesudl tugas dan fungsinys

e |

o

Bagian Kedima
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasant Tenaga Kerja
Pasal 22

(1) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai
tugas meiskuken pembinasn, penyuluhan pengawasan pengendalian,

wm hubungan [ndusiris syaratsyarat hkerja perdindungan
tonaga kerja dan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kevja.

(2) Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kaja dipimpin
seoring Kepsa yang berada dbawsh dan bertanggungiawsab kepada Kepala
Dings Sosis, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pesal 23

Untuk menyelenggansian tugas sebagsimena dmaksud dsiam Pasal 22 Bidang
thlndmmdnnwnmam"munww
2 panyuasuUnen program, rencens, pembinaa dan  penyulvhan  GIDIdang
hubungan industrial dan pengawasan IBNaga kera
hMWMWMWmeNMI
sysrat-Sysrat kera dan pengawasen Bnaga
nmﬂmnhﬂwimmmwnmumn
indusirisl tingkat pemerantaraan;
d. pengesshan persturan perusshasn, pendsfiaran Kesepskatan Kena
Bersama (KKB) dan peranian kefjs
WMWWMIMBMM

Tipartt;

perindungan sosial skonomis dan wekris bag tenage kerja;

pangawasan noima kessiamatan dan kesehatan kerja;

pemeriksasn, penquiian, sertifikasi dan periinan pesawst dan persistan kerja
pameriksaan kasshatan tenaga kena dan lingkungan Kerja;
mmmmmnw

pemberiayaan dan pembinaan ahii dan perusahaan jasa Keselamatan
Kesshatan Kana (K 3)

pelsksanaan dan penyidikan pelanggaran norma kena nomna pelathan dan
penempatan, NOMMA parampuan dan ansk, NOIMA jamaostek;

m perigivesan erhadap enaga kera warga negara asing,

n. pelsksanasn tugasstugas kin yang diberkan okeh Kepals Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigresi sesusi fugas dan fungsinys.

&

k- -



Puaal 24

{1) Bidang Hubungan industrisl den Pengawasar! Tesaga Kovja terdr dar:
a. Selkel Pengowasan T ssagn Kene
b Seksi Hubungan Industrisl dan Syersl Kena.

seomang Kepala vang beradas dibawah dan bertanggung |awab kepsds
Kepsila Beiang Hubungan industnal dan Pengawasan Tenaga Kara

Pasal 25

Selai Pengawasan Tenaga Kers mempunyai tugas melaksanakan  'penbian
peryuluhan, pergendsiian dan pengawasan penyelenggarasn | _ normania dan
k ptarmatun kesehatan kerja.

Pasal 28

Untuk merryolenggarskan tugas mebagainana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi

Pengswiisan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

. pengumpulan dan pengolatian data dibidangnya;

pemancanaar, evaluasi den pdl por an dibidangnya;

perindungen sosial, ekonomes dan teknis tenaga kena;

pengawe 5an NOItNE kaiarneian dan kesshatan kerja ;

pemedkiiaain kesehatan lenaga lerja dan ingkungan kerja;

pemearisaan, panguyan, sestifikasi dan perijinan pesawat dan peralinben kevja;

Dirnbingen wmmmhﬂiunm
pombaidayasn dan pembinasn ahii dan perusahasn jasa kessimmatan dan

kosshstian kers;

pelaksanaan pengewalan dan penyidikan pelanggemn noima kefia nosma

pd i 'an dan penenpatan, NOMMA parempuan dan anak, NOMMa jaMBOIEkK.

j pengavasan terhadap Tenaga Kerja Waiga Negara Asing

k. pdlsanpan tigas tugas ain yang diberikan oleh Kepaln Bidang Hubungan
indusiriel dan Pesigawsan Tenaga Keda sesuni tugas dan fungeinya

:P-nnnv-

Pasal 27

Seks! Hubungan Industrisl den Syarst Kere mempunyai tugss melaksanskan
bimbingan, perbinaar, pemberdsyaan, fsiitasi dan pengmvassn dibidang
hubungan industriel.

Pasal 26
Untukk mer 1p bnggaraikan tugas sebaga mana dimaksud deam Pasal 27, Seksi
Hubungan Immwmwmnfunw

c Wmlwwnl
d penyelsaian perselsihan hubungan ndusinal tingkat perantaraan;
2. mmhmmmmmapmddhmmniﬁn

f ::dllrm ! pencalatan, pemberiaysan opanisssi pekerja, organisasi
pengusaha, Bipartit, Tripartit,
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g. survey kebutuhsn hidup minmum dan  pengusulan UDEh MINETILM
Kb il

h pﬁw-nlwmmmmwmmw
nousiripl dan Perigave san Toenage Kerje sesuai tuges dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Panampetan, Petatinan Tenaga Kerja den Transmigrasi
Pasal 28

(1) Bxiang Penempatan, Pelatihen Tenmga Karja den Transmigrasi mempunysi
tupss mekkukan perescanasn dan pembinasn wrum dan teknis dibadang
penempaten tensgs kars mendata kebutuhan dan kesempatan kena
pagembangan pehﬂmdmmnpomngkntnnpmm.adm
produktivitasnana__ keda dan mengeiola, melayani dan memfasitasi

{2) Bidang Penampstan, Polstilman Tenaga Keda dan Transmigrasi dipimpin oleh
ssomng Kopala yang berada dbuwsh dan bertanggungjawab kepada Kepaia
Dinas Sosial Teraga Kena dan Transmigrasi

Pasal 30

Untuk menyelenggarskan tugas ssbagaimens dmaksud daiam Pasal 26 Eideng

Penampatan Pelatihan Tenaga Kera dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

4. penyusunan rencana, proOgram, pembinaan den penyuiuhan dbkiang
penompatan, palstihan dan produktivites tenaga kevja |

b wwtnndmmmwm

c. pembesian perijnaniekomendesi lembaga bursa keria swasta lembegs
lathan kera swasta, prakiek psikologi cabang Peiaksans Penempatan
Tenaga Kevja Indonesia Swasta {(PPTXIS);
peinksanaasn bimbengen dln penyuluhan jabatan dan test pskologi

i
£
i
il
2
{

]
£
:

dalam rangia pelaksanasn istihan ke,
k,wwnmmmwmmm

mmwwmwmﬂqnw
pengusulan rescana pengarahan dan perpindaban transmigrasi  akaa
Oserah;

pembustan naskah kerasama antar daersh dalam pevpindahan dan
PONSIMPELAN RS QrEs;

pendaftaran dan a8 b ki calon transmigran skaia Daerah.

peningkatan ketrempian dan kesh lan caion ransm gran skala Daersh;
pelayanan penampungan calon transmigran sicala Dasrah,

penyediaan dan pelayanan | Wormesi ketnsmiprasian sksia Daerah;
pelaksanaan kerasama perpindahan ransmigasi dan penatasn persebaran
transmigrasi yang serssi dan sembang skals Oserah;

a.-

2

W oD DO
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t peinysnen pendafisren den seleksi parpincaian TRNETEJIMA 03N penEtaan
PerseDEmN s igras;

u. peleyansn peldihan delem megie penyesuaian kompilsne  perpindahan
INGRas;

v. pelmysnen penampungan pemakanen, kesshatan, perbeksian, dan
WIS parpindanan aneTwraed

w. pbliysran pengangkutan dalarn proses perancehan rENEMIQras),

x. polaysnan dan pengaturan pecermpatart adaptasi Bngkungan dan konsobasi
penampaten [Fanemigras; _ e

y. pd hamnaan monitoring den evaluasi kegetan dibideng Penempatan,
Pelathan Tenaga Karja dan Transmmgrasi

z. pemberisn per.zman kepaca ISNAQR kane wiNga negarR Asing; :

sa.pakk sariaan wgas-tupas lmin yang dibankan oleh Kepala Dinas Sosial
Tonaga Karjs dan T ransmigasi Mesuisi tugas dan fungsinys.

Pasal 31

{1} Bidang Penempaian, Pelatihan Tenaga Kena dan Transmigrasi terdin dari |
a. Seksi Penempatan dan Periusssn Kssempaian Kerja ;
b Sekai Pelpiinan dan Produidivites Termga Karja ;
¢ Seksi Transmigrasi.

(2) Masing-masing Seksi sebsgsimans dimsksud pada syat (1) dpmpin olsh
seomng kepsa yang berada d bswsh den berianggungiawab kepade Kepaia
Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kera dan Transmigrasi.

Fasal 32

Seksi Ponempetan dan Periuasen Kesempatan Kera mempunysi tugas
merencanakan, mendata dan memfasditas: kesempatan, panempatan den pasar

ketja

Pasal 33

Untuk manyst inggaraken tuges sebagaimana dmaksud dalam Pasal 32 Selwsi

Perempatan dan Perussan Kesernpatan Kera mampunyai fungsi |

4. pengumpulsn dan pangoishsn date dibidangrya ;

b. psencanaan, Svaluasi dan laporan dibidangnya;

¢. pembenan peninanirekomendasi lembege bursa kara swasta, lembega
Iatihan karja swasts prakiek psikoiogi, cabang Pelsksans Penempatan
Tenaga Karja indossss Swasta (PPTKIS)

d. perryelenQgaraen burss kenm,

o. tegilitasi penempatan tenaga kerja Antwr Kerja Antar Daergh (AKAD) Artar

Korjs Antar Lokl (AXAL) dan Antar Keda Antar Negara (AKAN),

pengambangan dan periuasan kesempetan Kera dengan sstem padat karye

b

peiakiMnenen pamagangan dalam nege |
pambaian perizman / rekomendasi kapada Wnaga kena wargs negars asng;
pobisarman (ugas-tugas imin yang dbenkan oleh Bidang
Porwenpatan, Peistihen Tenaga Keria dan Transmigrasi sesuai tugas den
funguinya.



Pesal 34

Seksi Poakiihan dan Produktvitas Tenaga Kena mempunys lugas
mersncanakan, menyelenggarakan dan m pelatihan Wnega  keva,

Pasal 15

Umtuk menyelenggarakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 34, Sekai
Pelautihan dan Produktivitas Tenaga Kara mempunyai fungs) -

X @ A Now

pengumpulan dan pengolahan deta dibidangnya ;

perancanaan, evaluasi dan laporan dl bidangnya;

relomendasi perjinan dan bimbingan lembaga lathen kera swasia /
perusahaan,

penyusunan program kuriruumdm;ﬂnjuispallﬁlmn;
penyelenggarsan peralatan don fasiltas peiatihen kerja;
pembmaa nstrukchr labhan keds ;

pelaksanaan bambingan jabatan dan test psi kologi,

pembinaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

peiaksanaan moriiprng dan pengendal an kegiatan dibidangnya;
pelsksangan tugasiugas lan yang dberkan oleh Kepsia Bidayg
Penempatan, Pelathan Tenaga Keda dan Transmigrasl sesual tuges dan
fungsinys.

Pasal 36

Seksi Transmigras mempunyai tugas mengelola, melsyani dan memfasilitas
kag atan transmigrasi

Pasal %7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 38 Seksi
Transmigrasi mempuryai fungsi -

a
b.

c.

d.

¥

pengumputan dan pengolanan data dibicangrya;

perencanaan, evalussi dan pelaporan d bidangnys;

perancangen pembangunan firansmigrasi daerah, serta pembinaan dan
penysienggaraan sislem informasi ketransmigrasian skala Dsersh.
peiaksanaan kebiaskar. pedoman, norma standey, prosedur, kriteria, dan
montonng, evaluasi pembmaan SOM  asparstur  peisksana uusan
pemerintshan bidang ketrangmigrasian o pemerntsh deerah.

.pengumlm rencana pengarahan dsn perpindehan tansmigrasi  skals

.ponw kenasama dengan daerah lain.

pombustan naskah kedqssama antardaerah dalam perpindshan dmn
pendaftaran dan seietsi caon transmigran skala Dsersh.

peningkatan ketrampitan dan keahiian calon transmigran skala Daerah.
pelayanan penampungan calon transmigran skals Daerah.

pelaporat dan pertanggungiswaban pelaksansan penyiapan pearmuliman
dan penempatan transmigran d wiayah Daersh.

pelaporan  dan  pertanggungiawaban  pelaksanaan  pengembanpan
masyaiakat dan kewasan transmigrasi o wilayah Daerah

M penyedaan dan pelayanan informasi ketransmi grasian skala Daerah.
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pemikhan dan penstapan daefah don ksiompok sasaran perpmdshen
transmigrasi skala Deerah

pelaksanasn katassmna pepmdahan transmigresi dan penstsan persebaran
transmigras: yang sevasi dan semnbang skaa Daersh.

paisyanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi den penatamn
peisyanan petdinan dalam rangka penyesuasian kompetensi perpindshan
transmigrasi.

pelaysnan penampungan pefmakanan, kesshatan, perbekalan dan
pelayanan pengangkutan dalam poses perpindahan fransmigrasi.

pelayanan dan pengsturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi
pelaksanaan moritonng dan pengendaiian kegiatan dibidangnya;
pelaksanaan tugas-tugas lan yang dberkan oleh Kepals Bidang
Penempatan, Petathan Tenaga Keja dan Transmigrasi sesusi tugas dan
fungsinya.

=9 » &8 P B

Ll =

BAB IV
KETENTLAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati in mulai beriaiu pada tanggal diundangkan.

Agy setisp depai mengetahuinyas, memerintahken  pengundengan
Persturan Bupati ni dengan penempatannya dalam Berita ODsersh Kabupaten
Jopara.
distapkan o Jepars
BUPAT) JEPARA,
HMENDRO MARTOJO
dundangkan di Jepara
pada y ¢ o

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR
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